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ABSTRAK 

Oknum anggota Kompi Brimobdasu yang melakukan tindak pidana berarti telah 
melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga 
tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan  
tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 
tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang 
Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang 
melakukan ptindak pidana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-
ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa Hambatan di dalam penerapan penindakan 
terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh Propam adalah lemahnya mentalitas 
dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan 
hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya yang ditempuh Propam Polri 
terhadap anggota polri yang melakukan penganiayaan dengan cara 
memaksimalkan mentalitas kinerja Propam Polri dalam penegakan hukum disiplin 
anggota Polri. Disarankan agar peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan 
dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja 
terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai 
dengan profesi. 
Kata Kunci: Kode Etik, Brimob, Tindak Pidana. 

 

ABSTRACT 
Individual members of the Brimobdasu Company who commit criminal acts have 
violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the 
National Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation 
and dignity of the National Police of the Republic of Indonesia.Propam's action 
against police who commit criminal acts is regulated in Government Regulation 
Number 1 of 2003 concerning the Dismissal of Police Members and National 
Police Chief Regulation No. Pol.: 7 of 2006 concerning the Police Professional 
Code of Ethics, the mechanism for handling which is through the Police Code of 
Ethics Commission hearing. Actions by Propam against Polri members who carry 
out abuse are basically carried out in accordance with the provisions of the 
Criminal Procedure Code by remembering, paying attention to and being guided 
by the provisions that regulate specifically for suspected Polri members.Based on 
the research results, it is known that the obstacles in implementing action against 
members of the National Police carried out by Propam are weak mentality and 
the lack of initiative by law enforcement officers resulting in law enforcement not 
running as it should. The efforts taken by Propam Polri against members of the 
police who commit abuse are by maximizing the performance mentality of 
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Propam Polri in enforcing disciplinary laws for members of the Police. It is 
recommended that in order for the regulations of the National Police Professional 
Code of Ethics to be implemented properly, the National Police should further 
improve performance monitoring of its members by means of, for example, 
providing guidance in accordance with the profession. 
 
Keywords: Code of Ethics, Brimob, Crime. 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara 

tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan 

bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum 

menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian 

hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang 

baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya 

pemegang hukum dan keseimbangan saja. 

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum 

sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau 

masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan 

ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 

kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai 

pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. 

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum 

merupakan sesuatu yangdapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah 

laku tersebut didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan 

hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan 

terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat 

secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. 

Polisi Negara Republik Indonesia (merupakan salah satu aparatur negara 

yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai 
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pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi 

untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.   

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya 

harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. 

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan 

pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin 

anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara 

maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik 

dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan 

hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang 

pelaksanaan ketentuan hukum disiplin  

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal 

tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara 

pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 

tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin 

anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: 

Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja 

Propram Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat 

dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya 

profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan 

dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak 

profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat 

berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang 

terjadi di masyarakat. 

Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijerat 2 

sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian 

dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. 
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Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk 

pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) 

untuk komisi sidang displin atau profesi.  

Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, maka selain 

dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi pemecatan. Sebanyak 17 personel 

Polda Sumut diberhentikan tidak dengan hormat. Lima di antara dipecat karena 

terlibat perkara narkoba. Ke-17 bintara personel Polda Sumut dan jajaran itu 

diherhentikan karena melakukan pelanggaran. Selain 5 orang yang terlibat kasus 

narkoba, 11 orang disersi, dan seorang lainnya terlibat  pencurian. Keputusan 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tentunya tidak diambil dalam 

waktu singkat, tetapi sudah melalui proses persidangan sesuai prosedur yang 

berlaku demi kepentingan dan kebaikan organisasi.  

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode 

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode 

penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  yaitu 

“suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma 

hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari 

suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian 

hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal 

sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala 
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dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum 

adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan 

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui 

penerapannya dalam praktik”. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan 

diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasannya.  

Data sekunder terbagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer : 

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan 

kaidah hukum ini berupa : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

amandemen ke-IV. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP 

3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP  

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

7) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian 

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

9) Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode 

Etik Profesi Kepolisian. 

10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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11) Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian 

12) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 

Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

13) Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-

jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat 

dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut 

nama situsnya.. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara 

kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, 

sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil 

analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai 

aspek sesuai dengan lingkup penelitian.  

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif  dan analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan 

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan 

untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau 
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menginterprestasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat 

khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang 

bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi 

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri 

yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika 

tertentu. 

 

C. Hasil dan Pembahasan  

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai bagian dari hukum positif 

telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan 

dengan penempatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Ruang 

lingkup UU No 35 Tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 35 Tahun 

2009, bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala 

bentuk kegiaatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan 

prekursor narkotika yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum 

pembahasan akan ketentuan pidana dala undang-undang aquo bahwa telah diatur 

secara limitatif hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan 

narkotika dan prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila 

dilanggar karena pada intinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanagan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009) 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan 

global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah 

menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkotika biasanya 

diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, 

bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. 

Istilah narkotika sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional 

(BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan 

bahan adiktif lainnya. Narkotika yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika 

dimasukan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, 



 

                Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023  

               Published : 30-11-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 34-49 
 
 

Page | 41  
 

 

intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan 

perilaku seseorang. 

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti 

obat bius. Dalam bahasa Yunani  disebut dengan  narkose yang berarti 

menidurkan atau membius. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang 

bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan 

sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menmbulkan 

ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat 

yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Menurut Achmad Kabain bahwa 

narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan 

candu/kokania atau turunannya dan padanannya. 

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek 

merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata 

Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu 

“Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang 

berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih 

sadar namun masih harus digertak) serta adiksi. 

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah 

sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa 

pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, 

merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah 

Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : 

terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat 

dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam 

perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfhine. 

Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa 

pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  
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Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 

Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 

ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika (bahan dasar 

pembuatan narkotika).  

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia 

menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, 

sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan 

narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial 

ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.  

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan 

kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bansa yang 

kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di 

pedesaan.  Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa 

jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau 

teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan 

fungsi sosialnya. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan 

perilaku. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak 

tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah 

mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan 

indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang 

diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya). 

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini sudah memasuki 

kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju 

dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di 

perkotaan maupun di pedesaan.  Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri 

dalam bahasa asingnya disebut “abuse”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan 

pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “misuse”, yaitu 

mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. 
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Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis 

narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau 

teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan 

fungsi sosialnya. Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk 

penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah 

bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan 

menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan umat manusia.  

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak 

tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah 

mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan 

indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang 

diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai 

istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada 

undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. 

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi 

Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 

1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention 

Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 ), 

tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan 

peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia 

berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan 

bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang 

Mengubahnya. 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on 

Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) 

bahwa: suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang 
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berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi 

kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor 

dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali 

seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah 

saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada 

pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut. 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang 

sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik 

setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan 

penyalahgunaan tersebut dilakukan. 

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut 

Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap 

mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. 

Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap 

berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat 

mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada 

organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam 

darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. 

Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika 

adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis 

(sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri spirochaeta pallid). 

Pemakaian yang overdosis akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak 

terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik 

seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta 

organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang 

bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat 

perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu 

curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang 

lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula 

penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi 
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penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat 

membeli narkotika. 

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah 

berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan 

dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang 

mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya 

adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada 

tetangga dan masyarakat.  

Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat 

yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna 

narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang 

serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan 

keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan 

akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan 

dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, 

kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. 

Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang 

kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa 

depan bangsa. 

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu 

berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika 

akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika 

yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan 

pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian. 

Penggunaan narkotika  ada yang digunakan secara legal dan ada pula 

narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal.  Penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan  dengan pelanggaran 

ketentuan  yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika  dan 

psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan 
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secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika 

dan psikotropika. 

Penggunaan narkotika mempunyai sifat  bila dipergunakan tanpa dosis 

yang ditentukan oleh  dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan 

kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun 

kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan  narkotika di   luar kontrol dokter inilah yang 

dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap 

pribadi-pribadi maupun masyarakat. 

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang  akan tetapi 

menimbulkan efek ganda yaitu selain  terhadap dirinya  sendiri  juga terhadap 

masyarakat.  Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat 

dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping  itu penggunaan 

narkotika dan psikotropika  oleh seseorang akan menimbulkan  kerawanan bagi 

masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut. 

Pemakai adalah orang  yang  mampu untuk mendapatkan narkotika 

tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, 

maka akan timbul berbagai reaksi  demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, 

perampokan dan lain-lain. Keadaan  demikian terjadi  karena   pemakai narkotika 

telah tergantung pada  narkotika sendiri, apapun yang  akan terjadi yang penting 

hasrat  hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut  dengan istilah ketergantungan 

terhadap salah satu jenis narkotika  dan psikotropika. Hal ini bermula  dari suatu 

kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat 

sulit untuk dirubah. 

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk 

maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah 

berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika 

yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, 

perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan 

ketagihan (addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan 

(dependence). 
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Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan 

untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang 

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya 

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan 

psikis yang khas. Addiksi adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan 

seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan 

jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. 

Ketergantungan, kecanduan, addiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, 

meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan 

narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh 

(relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak 

ditolong dan dirawat dengan baik. 

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi 

kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung 

dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk 

berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan 

seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan 

narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika. 

 

D. Kesimpulan 

Pengaturan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba 

adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.  7 Tahun 2006 

tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang 

Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan bagi 

anggota anggota Sat Brimob yang telah diputus melanggar kode etik dan disiplin 

akan dilakukan pembinaan lanjutan sedangkan keputusan Pemberhentian Tidak 

dengan Hormat (PTDH) diambil karena sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya 

pembinaan namun tidak diindahkan. 

Penerapan sanksi terhadap Anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba  

adalah sudah melakukan penegakan hukum yang sangat tegas terhadap Anggota 
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Sat Brimob yang terlibat narkoba, hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya 

kode sidang etik terhadap anggota yang terlebih, selain menjalani hukuman 

peradilan umum juga dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) 

terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba. 

Kendala penegakan hukum terhadap Anggota Sat Brimob yang terlibat 

narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di 

Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat 

Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya 

kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik 

profesi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana 

peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan 

secara Non Penal melalui upaya pre-emtif, preventif Upaya ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan 

pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang 

menjadi ancaman faktual.  Upaya lainnya adalah melalui upaya penal yaitu 

tindakan represif yaitu melakukan proses hukum apabila aparat kepolisian 

melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 
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